BAB V

PENUTUP
5.1 Kesimpulan

Dalam proses menangani sebuah perkara sangat diperlukan prosedur
sebagai pedoman terhadap bagaimana menyelesaikan perkara tersebut. Pada
Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terdapat prosedur dalam menangani sebuah
perkara. Dalam proses tersebut sangat diperlukan komunikasi yang baik antara
Jaksa dengan Penyidik. Prosedur dapat berjalan dengan baik apabila terjalin
koordinasi yang harmonis antarﬁxgng{{SH_@QNgq‘quenyidik. Dalam menyelesaikan

suatu perkara biasanya sering terda dalam prosesnya. Dalam hal ini

kendala sering terjadi karena kur nikasi yang baik antara Jaksa

dengan Penyidik sehingga proses pen terhadap suatu perkara sering

menjadi lambat. Prosedur a\oS ani perkara biasanya terjadi
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setelah Kejaksaan menerima’

Jaksa Peneliti untuk meneliti perkembangan kasus tersebut.

Setelah menerima SPDP selanjutnya berkas diteliti terkait dengan
kelengkapan berkas perkara tersebut, jika berkas dinilai telah lengkap maka
selanjutnya Penyidik mengirim Pengantar Penyerahan tersangka dan Barang
Bukti. Dan Pada tahap ini ditunjuk Jaksa Penuntut Umum guna menghadiri
persidangan untuk melaksanakan penetapan pengadilan. Terdapat beberapa Berita
Acara pada tahap ini seperti Surat Perintah Penahanan (T-7), Berita Acara

Penahanan (BA-7), Berita Acara Penerimaan Tersangka (BA-4), dan Berita Acara



Barang Bukti (BA-5). Setelah administrasi mengenai Berita Acara terselesaikan
maka perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan, pada saat melimpahkan perkara
ke Pengadilan maka Surat Dakwaan beserta P-31 dan Pengantarnya akan
dikeluarkan. Satu minggu setelah pelimpahan perkara maka akan keluar

penetapan terhadap Hari Sidang dan Penahanan.
5.2 Saran

Prosedur penanganan perkara akan tetap berjalan berdasarkan ketentuan
yang telah diatur sebagaimana mestinya. Prosedur tersebut akan terus berkembang

menjadi lebih baik agar menj;ﬁ“’ﬁﬁk{if{\@_qmefisien dengan tetap mengikuti

munikasi yang baik akan
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kesalahan yang akan mengakibatkan perkara menjadi terbengkalai.



